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MOTTO 

“Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah!” 
(Behold, all affairs tend towards Allah!) 

(QS. Asy-Syura: 53) 
 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.” 
(On no soul doth Allah Place a burden greater than it can bear.) 

(QS. Al-Baqarah: 286) 

 
“Dimana ada kemauan, disitu Allah akan membukakan jalan.  

Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Jika keadaan mencoba untuk menunda pencapaian 
hidupmu, janganlah berputus asa dari rahmat-Nya. 

Life is simple, we only have to stand up so tall every time we fall.” 
(Yurima Utami) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara pada alinea IV Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah pemerintahan negara yang 

menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan 

pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan 

negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan 

hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem 

pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Halim (2016: 33), menyatakan 

bahwa: “Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan 

negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas 

umum pengelolaan keuangan negara.” Jadi, telah jelas bahwa kegiatan pemerintahan 

yang baik dapat terselenggara bila sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan 

keuangan negara. 

Menurut Mardiasmo (2009: 8-9), yang menyatakan bahwa: “Organisasi 

sektor publik memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan publik, seperti 

pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi 

publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Untuk memberikan pelayanan 

publik diperlukan dana.” Faktanya, memang perbaikan pelayanan publik menjadi 

salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang belum terselesaikan.
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Bastian (2010: 11), menyatakan bahwa: “Karakteristik tujuan dan aktivitas 

organisasi sektor publik untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik 

dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.” 

Dengan demikian, negara telah memberikan mandat kepada pemerintah pusat guna 

mengembangkan standar pelayanan yang dapat diterapkan di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Dwiyanto (2015: 19), berpandangan bahwa: “Pertahanan negara termasuk 

ke dalam jenis pelayanan yang sangat penting dan harus disediakan oleh negara, 

sehingga pelayanan tersebut seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik.” 

Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menjaga akses warga negara untuk 

mendapatkan akses pelayanan tanpa terkecuali. 

Bastian (2010: 5), menyatakan bahwa:  

“Organisasi sektor publik memiliki banyak aspek, di mana salah satunya 

adalah keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik telah terbukti 

memiliki peranan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi 

sektor publik. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan manajemen 

keuangan publik dengan tujuan mampu meningkatkan daya tahan dan daya 

saing organisasi sektor publik.” 

 

Dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa kedudukan finansial adalah 

sumber penting yang sifatnya paling utama. Finansial menjadi modal (capital) yang 

dibutuhkan sebagai acquisition of financial, dimana sumber dana digunakan untuk 

membiayai operasi dan aktivitas organisasi. 

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan 

kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan 

berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal
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ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia, serta 

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.  

Majalah Internal Keimigrasian Bhumi Pura (2015: 38), menyatakan bahwa : 

“Imigrasi adalah sebuah kantor pemerintahan yang hanya bertugas 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal permohonan paspor 

dan visa saja. Tugas keimigrasian jauh lebih luas, lebih kompleks, dan 

krusial dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam 

ruang lingkup nasional maupun internasional.” 

 

Menurut UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, fungsi keimigrasian adalah 

bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, 

penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian tersebut, pemerintah 

menetapkan kebijakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan 

HAM. Dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian, dibentuklah Kantor 

Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan. 

Tabel 1. Kedatangan Wisatawan Asing Periode Januari-Desember 2017   

               Kantor Imigrasi Kelas I Palembang 

No. Bulan Visa Bebas Visa Jumlah (Orang) 

1. Januari 30 679 709 

2. Februari 50 767 817 

3. Maret 50 998 1.048 

4. April 34 733 767 

5. Mei 33 629 662 

6. Juni 22 683 705 

7. Juli 33 747 780 

8. Agustus 152 791 943 

9. September 22 746 768 

10. Oktober 22 564 586 

11. November 32 877 909 

12. Desember 15 1.142 1.157 

Total 495 9.356 9.851 
Sumber:  Data Sub Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Kelas I Palembang, 2018 
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 Berdasarkan data tersebut, jumlah wisatawan asing tercatat masuk di Kantor 

Imigrasi Kelas I Palembang sebanyak 9.851 orang. Wisatawan asing yang tercatat 

menggunakan visa sebanyak 495 orang, dan wisatawan asing yang tercatat bebas 

visa sebanyak 9.356 orang. Kedatangan wisatawan asing tertinggi terjadi pada bulan 

Desember, yaitu 1.157 orang. 

Tabel 2. Kedatangan Wisatawan Asing dari 5 Negara Terbanyak dengan  

               Visa Periode Januari-Desember 2017 di Provinsi Sumatera Selatan 

No. Negara Asal Jumlah Wisatawan (Orang) 

1. Malaysia 229 

2. India 41 

3. China 27 

4. Thailand 26 

5. Amerika 22 
Sumber:  Data Sub Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Kelas I Palembang, 2018 

 

  Ada 34 negara asal yang warga negaranya datang menggunakan visa yang 

tersebar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Kota Palembang, Kota 

Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten 

Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin) sepanjang tahun 2017. Negara dengan 

jumlah wisatawan asing terbanyak yang datang ke Sumatera Selatan dengan 

menggunakan visa adalah Malaysia dengan jumlah wisatawan asing mencapai 229 

orang. 

Tabel 3. Kedatangan Wisatawan Asing dari 5 Negara Terbanyak Bebas  

               Visa Periode Januari-Desember 2017 di Provinsi Sumatera Selatan 

No. Negara Asal Jumlah Wisatawan (Orang) 

1. Malaysia 5.927 

2. Singapura 1.766 

3. China 273 

4. India 146 

5. Thailand 129 
Sumber:  Data Sub Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Kelas I Palembang, 2018 

 

 Ada 61 negara asal yang warga negaranya datang bebas visa ke yang 

tersebar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Kota Palembang,
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Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten 

Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin)  sepanjang tahun 2017. Negara dengan 

jumlah wisatawan asing terbanyak yang datang ke Provinsi Sumatera Selatan bebas 

visa adalah Malaysia dengan jumlah wisatawan asing mencapai 5.927 orang. 

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-

PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, yang 

dimaksud dengan Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bidang 

keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, 

Kantor Imigrasi Kelas I Palembang adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan 

fungsi keimigrasian di Kota Palembang, memiliki tugas melaksanakan sebagian 

tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang keimigrasian di wilayah 

Kota Palembang, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian Pasal 208 Ayat (1), ruang detensi imigrasi berbentuk ruangan tertentu 

dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi. Penempatan orang asing dalam ruang detensi imigrasi dapat 

dilakukan oleh pejabat imigrasi, jika: 

1. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau 

memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; 
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2. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; 

3. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin 

Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban 

umum; 

4. Menunggu pelaksanaan deportasi; dan 

5. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak 

pemberian Tanda Masuk. 

Tabel 4. Data Kualitatif Jumlah Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi             

               Kelas I Palembang Periode Januari-Desember 2017 

No. Kebangsaan Jumlah (Orang) 

1. China 24 

2. Bangladesh 19 

3. Malaysia 8 

4. Singapura 3 

5. Polandia 2 

6. India 2 

7. Pakistan 1 

8. Sri Lanka 1 

9. Mesir 1 

10. Denmark 1 

Total 62 
Sumber:  Data Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Kelas I Palembang, 2018 

  Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa jumlah deteni terbanyak 

berasal dari China sebanyak 24 orang. Pelanggaran yang dilakukan deteni tersebut 

secara umum disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya pelanggaran izin tinggal, 

masuk tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pemalsuan dokumen paspor, 

pemalsuan dokumen kependudukan, dan overstay. 

 Sub Seksi Penindakan Keimigrasian sebagai salah satu sub pelaksana fungsi 

keimigrasian dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, salah
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satu tugasnya adalah melakukan penampungan sementara dan perawatan orang asing 

yang belum dapat dipulangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Deteni adalah orang asing penghuni rumah atau ruang detensi imigrasi yang 

telah mendapatkan putusan pendentensian (penahanan sementara) dari pejabat 

imigrasi. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian melakukan kegiatan pendetensian 

deteni, yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Imigrasi. Dalam rangka memberikan kejelasan dan keseragaman alur yang 

menjamin kepastian dan kemudahan bagi petugas pelaksana pendetensian, maka 

diberlakukanlah Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917-OT.02.01 

Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. 

Kegiatan pendetensian deteni, meliputi: 

1. Penerimaan; melakukan pengecekan kelengkapan administrasi deteni oleh 

petugas yang berwenang. 

2. Registrasi; mengidentifikasi dan memverifikasi identitas diri deteni, 

melakukan penggeledahan terhadap badan deteni serta barang bawaannya, 

melakukan  registrasi dan pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari), 

pemeriksaan kesehatan deteni sebelum penempatan dalam ruangan, serta 

penerbitan Surat Perintah Pendetensian untuk penempatan deteni. 

3. Perawatan; mempersiapkan kebutuhan makan, minum, peralatan tidur, mandi, 

dan cuci, perlengkapan ibadah. Selain itu, memberikan kebutuhan lain, seperti 

olahraga, rekreasi, ataupun buku bacaan. 
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4. Penempatan; menyiapkan ruangan untuk deteni dan menempatkan deteni 

sesuai dengan klasifikasi jenis kelamin, status deteni, agama, keamanan, dan 

status ada atau tidaknya cacat fisik atau cacat jiwa pada deteni. 

5. Pengamanan; membuat jadwal keluar bagi deteni untuk keperluan tertentu. 

Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,    

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan 

pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok PNBP, 

meliputi: 

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah; 

2. penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam; 

3. penerimaan yang bersumber dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara 

yang dipisahkan; 

4. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah; 

5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan 

denda administrasi; 

6. penerimaan hibah yang merupakan hak pemerintah; dan 

7. penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. 

Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sumber penerimaannya berasal dari 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pembuatan paspor bagi 

Warga Negara Indonesia (WNI), pembuatan visa bagi Warga Negara Asing (WNA), 

dan pembuatan izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. 
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Menurut Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan 

Pajak, seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dengan Sistem Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun sumber anggaran kegiatan pendetensian 

deteni tahap perawatan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  

Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, 

Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2017, Petunjuk Pelaksanaan No. IMI.1-PR.01.04-0190 tentang 

Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian Tahun 2017, dan Peraturan Dirjen 

Imigrasi No. IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang SOP Rumah Detensi Imigrasi 

adalah aturan-aturan yang digunakan dalam pengelolaan anggaran kegiatan 

pendetensian deteni tahap perawatan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, yang dimaksud dengan Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, 

dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun 

Anggaran 2017. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai 

batas tertinggi dan estimasi. Sedangkan menurut Petunjuk Pelaksanaan No. IMI.1-

PR.01.04-0190 tentang Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian Tahun 2017, 

Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian disusun untuk melengkapi biaya 

operasional penegakan hukum yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Standar Biaya Masukan dan sebagai
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pedoman bagi pelaksana fungsi penegakan hukum keimigrasian baik dari aspek 

substantif maupun aspek fasilitatif. 

Tabel 5. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendetensian  

             Deteni Tahap Perawatan pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian  

             di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang 

No. Tahun Pagu Realisasi Capaian (%) 

1. 2016 Rp. 50.000.000 Rp.   2.827.000 5,65% 

2. 2017 Rp. 74.900.000 Rp. 29.458.000 39,33% 
    Sumber: Data Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017 

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2016, pagu 

anggaran untuk kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan mengalami 

peningkatan sebesar 24.900.000. Begitu juga dengan tingkat persentase capaian 

kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan pada tahun 2017 yang mengalami 

kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 33,68% dari tahun 2016. 

  Tabel 6. Rencana Kegiatan Anggaran Pendetensian Deteni Tahap Perawatan  

                 pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor  

                 Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2016 

No. Uraian Kegiatan Anggaran 

1. Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni Rp. 25.000.000 

2. Perawatan Deteni Rp. 25.000.000 

Total Rp. 50.000.000 
            Sumber: Data Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017 

 Pada tahun 2016, realisasi anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap 

perawatan hanya terealisasi sebesar Rp. 2.827.000 dari total pagu anggaran Rp. 

50.000.000. Presentase realisasi anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap 

perawatan hanya mencapai 5,65%. 

Tabel 7. Rencana Kegiatan Anggaran Pendetensian Deteni Tahap Perawatan  

               pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor  

               Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2017 

No. Uraian Kegiatan Anggaran 

1. Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni Rp. 42.300.000 

2. Perawatan Deteni Rp. 30.000.000 

3. Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin Deteni Rp.   2.600.000 

Total Rp. 74.900.000 
            Sumber: Data Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017
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 Pada tahun 2017, realisasi anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap 

perawatan hanya terealisasi sebesar Rp. 29.458.000 dari total pagu anggaran Rp. 

74.900.000. Presentase realisasi anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap 

perawatan mencapai 39,33%. 

 Tabel 8. Data Kualitatif Jumlah Petugas Pengelola Ruang Detensi  

   Kantor Imigrasi Kelas I Palembang 

No. NIP Nama Jabatan 

1. 196507111988031003 Muhammad Rusdi Pengelola Ruang Detensi 

2. 196903231992021001 Muhammad Junaidi Pengelola Ruang Detensi 
          Sumber: Data Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017 

 Jumlah petugas pengolah ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang 

berdasarkan daftar pegawai Kementerian Hukum dan HAM Unit Stuan Kerja: 

Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sebanyak 2 orang petugas. 

 Ketika, peneliti melakukan observasi awal di Sub Seksi Penindakan 

Keimigrasian Kelas I Palembang pada tanggal 16 November 2017, peneliti 

menemukan sejumlah fenomena permasalahan, yaitu: 

1. Kondisi bak kamar mandi deteni tidak tersedia air yang mencukupi. 

Kemudian, perlengkapan mandi deteni (seperti: sabun, sampo, sikat gigi, 

dan pasta gigi) tidak disediakan oleh petugas Sub Seksi Penindakan 

Keimigrasian Kelas I Palembang. Berdasarkan hasil wawancara mendalam 

peneliti dengan salah satu deteni warga negara Malaysia bernama Jublim 

(27 tahun) yang telah berada di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang selama 3 minggu. 

2. Tidak adanya sarana hiburan bagi deteni, seperti tidak adanya televisi, radio, 

atau buku bacaan.  

3. Kondisi ruangan deteni yang panas karena minimnya pendingin udara, 

seperti kipas angin. Sehingga, deteni masih merasa kepanasan saat berada
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di dalam ruangan detensi tersebut. Selain itu, tidak disediakannya bed cover 

dan selimut bagi deteni, sehingga deteni merasa tidak nyaman saat tidur dan 

kedinginan pada malam hari. 

                           
Gambar 1. Kondisi Kamar Mandi Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi  

                    Kelas I Palembang (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Ruang Detensi  

                    Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017) 

 

 Berdasarkan hasil dokumentasi yang berhasil peneliti identifikasi, Gambar 1 

menunjukkan bahwa kondisi kamar mandi deteni tidak terisi air bersih. Tidak 

disediakannya peralatan mandi dan cuci oleh petugas perawatan yang ditunjuk. 

 
Gambar 2. Kondisi Kamar Mandi Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi  

                    Kelas I Palembang (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Ruang Detensi   

                    Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017) 

  

 Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa ada kamar mandi deteni yang terisi air 

bersih, namun peralatan mandi dan cuci deteni tidak disediakan. Pada gambar 

tersebut, peralatan mandi dan cuci yang ada berasal dari deteni yang bersangkutan. 

Jumlah kamar mandi deteni diketahui ada tiga di Ruang Detensi Kantor Imigrasi 

Kelas I Palembang. 
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Gambar 3. Kondisi Ruang Tidur Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi  

   Kelas I Palembang (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Ruang Detensi  

                    Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017) 
 

 Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa kondisi ruang tidur deteni pada tempat 

tidurnya tidak diberikan bed cover dan selimut. Selain itu, ketersediaan peralatan 

tidur lainnya, seperti bantal sangat terbatas. Hal ini menyebabkan deteni merasakan 

kedinginan di malam hari dan tidak merasa nyaman saat tidur. 

                                          
Gambar 4. Kondisi Ruang Tidur Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi  

                    Kelas I Palembang (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Ruang Detensi  

  Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017) 

  

 Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa kondisi ruang tidur deteni tidak 

tersedia perlengkapan ibadah dan buku bacaan. 

 Peneliti dalam hal ini berfokus pada kegiatan pendetensian deteni tahap 

perawatan. Dari sejumlah fakta di lapangan yang ada, peneliti telah mengidentifikasi 

permasalahan seperti rendahnya penyerapan anggaran kegiatan pendetensian deteni 

tahap perawatan pada tahun 2017 yang realisasinya hanya mencapai 39,33%. Selain 

itu, adanya temuan lain di lapangan yang menunjukkan kurangnya sarana kebutuhan 

bagi deteni, dan tidak terlaksananya sub-kegiatan pembinaaan mental, fisik, dan 

disiplin deteni pada tahun 2017. 
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Maka dari itu, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Sub 

Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas 

I Palembang. Dengan harapan, hasil analisis penulis tersebut dapat digunakan 

sebagai solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi pihak Sub Seksi Penindakan 

Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang ada adalah: “Bagaimana pengelolaan anggaran kegiatan pendetensian 

deteni tahap perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di 

Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian yang ada adalah: “Untuk mengetahui pengelolaan anggaran kegiatan 

pendetensian deteni tahap perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian 

Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi dan bahan kajian dalam Ilmu Administrasi 

Negara untuk mengetahui tentang keuangan sektor publik, terutama 

mengenai pengelolaan anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap
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perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang 

Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Sebagai bentuk upaya perbaikan pengelolaan anggaran, khususnya pada 

kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan oleh Sub Seksi Penindakan 

Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang untuk tahun anggaran berikutnya dan sebagai bentuk evaluasi 

kinerja. 
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